SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan melampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
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Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah
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10.

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5397);
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12,

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 0022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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18.

10.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans Pemenntahan (Lembarar Mergara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasas Penyeier

l.)
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041),
Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Mepubux
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6324
Peraturan Pemenntah No

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323},

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pencrapan Standar Akuntans Pemenntahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaima telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klamifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

(1)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

26.

Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Tahun 2020 Nomor 4 );
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAN
BUPATI MAMUJU TENGAH
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a.
b.
c. laporan operasional;

d.

e. laporan perubahan SAL;

laporan realisasi anggaran;
neraca;

laporan arus kas;
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f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan; s
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah;
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Rp. 633.474.222.353,74

a. pendapatan.......... L o
b. belanja.............. Rp. 607.650. y 4
: surplus/defisit Rp. 25.823.398.509,74
s c. pembiayaan........
-  pdnerimaan..... Rp. 11.618.309.281,39
-  pengeluaran.... Rp. 23.072.093.448,00
a surplus/defisit Rp. (11.453.784.166,61)

lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan : Rp. 14.369.614.343,13

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.543.063.173,26 dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 635.017.285.527,00
Rp. 633.474.222.353,74

selisih lebih/(kurang) Rp. 1.543.063.173,26

a. anggaran pendapatan setelah perubahan

b. realisasi
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 33.156.795.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 640.807.619.674,00
b. realisasi Rp. 607.650.823.844,00
selisih lebih/(kurang) Rp 33.156.795.830,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah Rp. (31.613.732.657) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surflus/defisit setelah perubahan Rp. (5.790.334.147,00)
b. realisasi Rp. 25.823.398.509,74
selisih lebih/(kurang) Rp. (31.613.732.656,74)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 17.338.690.645,61 dengan rincian sebagai
berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 28.956.999.927,00
b. realisasi Rp. 11.618.309.281,39
selisih lebih/(kurang) Rp 17.338.690.645,61

S. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaraan pembiayaan sejumlah Rp.94.572.332 dengan rincian sebagai
berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 23.166.665.780,00
b. realisasi Rp. 23.072.093.448,00
selisih lebih/(kurang) Rp. 94.572.332,00
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6. Eeli'iig anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 17.244.118.313,61 dengan rincian sebagai
erikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 5.790.334.147,00
b. realisasi Rp. (11.453.784.166,61)
selisih lebih/(kurang) Rp. 17.244.118.313,61
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Rp. 1.308.352.534.366,78
Rp. 28.288.070.496,00
Rp. 1.280.064.463.870,78

a. jumlah aset
b. jumlah kewajiban
c. jumlah ekuitas dana

Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Selisih realisasi pendapatan dengan Beban sejumlah Rp. 66.925.225.503,03 dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 641.503.481.313,74
Rp. 574.578.255.810,71
selisih lebih/(kurang) dari operasi Rp. 66.925.225.503,03

a. pendapatan LO
b. beban
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2. Selisih realisasi Surplus depisit Dari kegiatan Non operasional dengan Surplus depisit Dari pos Luar biasa
Rp. (12.069.561.910,40) dengan rincian sebagai berikut:

surplus depisit dari kegiatan non operasional Rp. (12.069.561.910,40)

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

saldo kas awal per 1 januari tahun 2021 Rp. 11.624.668.081,39

a.

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 147.407.253.515,74

c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (122.583.855.006,00)

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 22.072.093.448,00

e. arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 43.646.597,00

f. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2021 Rp. 14.419.619.740,13
Pasal 7

Laporan Perubahan Sal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal 1 januari tahun 2021 Rp. 11.618.309.281,39

b. penggunaan sal penerimaan pembiayaan tahun Rp. 11.618.309.281,39

berjalan
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sub total Rp.

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Rp.
sub total Rp.
Rp.

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

e. saldo anggaran lebih akhir

Pasal 8

Rp.

0,00
14.369.614.343,13

14.369.614.343,13
0,00

14.369.614.343,13

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. ekuitas awal 2021
b. surplus defisit — LO

c.
mendasar

d ekuitas akhir

Pasal 9

Rp.
Rp.

dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan Rp.
Rp.

1.225.728.206.173,13
54.377.885.258,63
(41.627.560,98)

1.280.064.463.870,78

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2021 memuat
Informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I

Lampiran 1.1
Lampiran 1.2
Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan dacrah dan organisasi,

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok
dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub
kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Dacrah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir;
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Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX.
Lampiran XX.1
Lampiran XX.2

Daftar penyertaan Modal ( Investasi ) pemerintah daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap dacrah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali
dalam tahun Anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah terdiri atas;
Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;
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Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;

b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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o Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap Ora.ng mengeta.h\.ﬁnya € i i)e“g[ll |(la||ga|l l:el atu! arn DaeI al)- mi dsrlg I ]

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 8 September 2022

BUPATI MAMUJU TEN GAH,
ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT: (NOMOR 7 TAHUN 2022)
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SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA B‘AGIAN HUKUM,

e
e S A YL A i Ty

NIP. 19690604200112 1 007
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